
 
 

 
 

KEPALA DESA ADIKARSO 

KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN 
 

PERATURAN DESA ADIKARSO, KECAMATAN KEBUMEN, 
KABUPATEN KEBUMEN 

 

NOMOR  1  TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) 
TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA ADIKARSO 

 

Meninmbang : a. 
 

 
 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 
Peraturan Daerah Kabupaten  Kebumen Nomor 64 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
Kepala Desa wajib menyusun  Peraturan Desa 
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Adikarso Tahun Anggaran 2018; 

 
  b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang  

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah  

dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa; 

    

Mengingat : 1. 
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3. 

 
 
 

 
4. 

 
 
 

 
 

5. 
 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4331); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

sebagaimana telah dubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539); 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 32); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2093); 



  

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIKARSO 
dan  

KEPALA DESA ADIKARSO 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ADIKARSO TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA ADIKARSO TAHUN ANGGARAN 
2018 MENJADI PERATURAN DESA ADIKARSO 

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADIKARSO TAHUN 

ANGGARAN 2018 
 

Pasal 1 

 
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adikarso Tahun Anggaran 

2018 sebagai berikut : 
 

1 Pendapatan Desa Rp. 1.268.513.324 

2 Belanja Desa 
 

 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.   419.871.078   
b. Bidang Pembangunan   Rp.   626.524.000  
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan   Rp.     6.120.000   
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.    231.988.550 
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 
Asal-Usul dan Kewenangan Lokasl Berskala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 158);  
Peraturan Daerah Nomor 53 tahun 2004 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2004  Nomor 62);  

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 22); 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2007  Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

Peraturan Desa Adikarso Nomor 4 Tahun 2018), 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJM Desa ) Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Desa Adikarso Tahun    Nomor ); 
Peraturan Desa Adikarso Nomor    Tahun 2017, 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa  
Lembaran Desa Adikarso Tahun 2018 Nomor  ); 

 



  

 
e. Bidang Tak Terduga  Rp.   0   
Jumlah Belanja   Rp. 1.284.503.628  
Surplus/(Defisit)  Rp.     (15.990.304)                                    

3 Pembiayaan Desa 
 

 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.  26.385.801                                                
b. Pengeluaran Pembiayaan   Rp.                     
c. Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.  10.395.497                                                   

 
Pasal  2 

 
Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 

Peraturan Desa ini terdiri dari: 

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran 2018; 

2. Lampiran II :  Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran 2018 

2. Lampiran III :  Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk 

ke desa. 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini  dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

 

      ditetapkan di Adikarso 
      pada tanggal, 30 Januari 2019 
      KEPALA DESA ADIKARSO, 

 
 
 

       URIP WIDODO, S.Sy 
Diundangkan di Desa Adikarso 

pada tanggal,  30 Januari 2019 
SEKRETARIS DESA ADIKARSO 
 

 
 

 AHMAD AMIN MUSTOFA 
 LEMBARAN DESA ADIKARSO TAHUN 2019 NOMOR …… 


